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Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), periu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota
Pekalongan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekalongan Tahun

Anggaran 2022.




Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan
antara DPRDKota Pekalongan dan Pemerintah Kota Pekalongan tentang
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PIHAK sepakat terhadap Prioritas danPlafon Anggaran Sementara yang
meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun
Anggaran 2022, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara
Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana
pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi
satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Pekalongan Tahun Anggaran2022.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)

Penyusunan KUA-PPAS APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022
berpedoman pada 3(tiga) regulasi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Mengacu pada Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan
PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pekalongan
Tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2022 dan Kebijakan Umum APBD
Kota Pekalongan Tahun 2022 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan dokumen
perencanaan tersebut salah satunya melalui sinkronisasi program kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta target kinerjanya dengan program kegiatan
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Pusat.

Substansi Kebijakan Umum APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum
seperti (a) Kerangka ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD; (c)
Kebijakan pendapatan daerah; (d) Kebijakan belanja daerah; dan (e) Kebijakan
pembiayaan. Sedangkan Substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara lebih
mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin
dicapai termasuk program prioritas dari PD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu
anggaran sementara dimasing-masing PD berdasarkan program dan kegiatan prioritas
dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan
peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD
serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah

menjadi peraturan daerah tentang APBD.
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Sehubungan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia maka dalam penentuan
program kegiatan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2022
agar tepat fungsi dan guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan program kegiatan yang mendukung penyelesaian isu-isu strategis kota
sebagai program prioritas;

2. Sinkronisasi program prioritas kota dengan program prioritas Pemerintah Provinsi dan
Pusat;

3. Menentukan urusan waijib dan urusan pilihan yang menunjang program prioritas Kota
Pekalongan Tahun 2022;

4. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Kota
Pekalongan Tahun 2022 berdasarkan renja atau usulan Program Kegiatan PD;

5. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan
berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah;

6. Mengindentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki
multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan;

7. Mengindentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan
fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan
ekonomi Kota Pekalongan;

8. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat specific grant sehingga tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan prioritas dan plafon
anggaran sementara APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dapat memenubhi
beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan
dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program kegiatan dalam PPAS Kota
Pekalongan Tahun 2022 maka Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan yang dijabarkan

oleh Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang diinginkan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah
sebagai acuan bagi PD dalam menyusun RKA-PD, memberikan gambaran secara garis
besar Rencana Kerja dan Anggaran seluruh PD yang berpedoman pada RKPD tahun 2022.

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) memuat rencana penerimaan
daerah Tahun Anggaran 2022, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara per
urusan dan Perangkat Daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan
pemerintahan dan program/kegiatan, serta rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran
2022.
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1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS

Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2022 ini berpedoman beberapa regulasi yang

berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun
2013 Nomor 232);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2025
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7
Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor
4);
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan
Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun
2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3)
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang
Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
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44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 22);
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 24);
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan lkan (Lembaran Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah
Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 28);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Tera /Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor
31);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor
5);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 33);
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi
Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 34);
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 36);
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun
2011 Nomor 37);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi
Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2014 Nomor 2);

Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun
2018 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota
Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021

Nomor 8);
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65. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2022;
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BAB Il
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Dalam struktur APBD, Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat
penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal
Pemerintah Daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah.
Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu
Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Struktur pendapatan Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi
Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari ; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (meliputi dana
perimbangan, dana transfer khusus, dana insentif daerah dan dana otonomi khusus) dan
Transfer antar daerah (meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan). Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan lain-lain pendapatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.1 Struktur Pendapatan Daerah pada APBD berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

1. Pendapatan Asli Daerah:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Pendapatan transfer:
a. transfer Pemerintah Pusat:
1) dana perimbangan:
a) Dana Transfer umum:
(1) DBH
(2) DAU
b) Dana Transfer khusus:
(1) DAK Fisik; dan
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(2) DAK Non Fisik.

2) dana insentif daerah;
3) dana otonomi khusus;
4) dana keistimewaan; dan

5) dana desa.
b. transfer antar daerah:
1) pendapatan bagi hasil; dan

2) bantuan keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
a. hibah;
b. dana darurat; dan/atau

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

Penentuan jumlah besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat
sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya dapat
dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan
peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang
bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan
pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan
efektif.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran 2022 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan, penerimaan
total Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan mencapai Rp.
946.520.238.000,- atau naik 0,92% dibanding target pada APBD Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2021. Jika dibandingkan dengan Rancangan Perubahan APBD Kota Pekalongan
tahun Anggaran 2021, pendapatan daerah tahun 2022 direncanakan naik sebesar 1,76%.
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Proyeksi target penerimaaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022
didasarkan pada target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, realisasi
pendapatan Tahun Anggaran 2020 dan didukung dengan perkembangan potensi
pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi PAD
pada Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp.229.867.935.361, sementara target PAD pada
Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.214.208.310.000,-.
Asumsi perhitungan pada Tahun Anggaran 2022, PAD ditargetkan dapat mencapai Rp.
220.966.005.000,- atau naik sebesar Rp.17.153.605.000,- (8,42%) dibandingkan
Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021. Apabila dibandingkan dengan
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Rancangan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021, PAD Tahun 2022
diasumsikan naik sekitar 3,15%. Peningkatan tersebut bersumber dari kenaikan pajak
daerah sebesar 1,23%, Hasil Retribusi Daerah sebesar 1,29%, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,52% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 0,12%.
a. Pajak Daerah
Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.
87.150.000.000,- atau naik sebesar Rp.4.550.000.000,- (5,51%) dibandingkan target
Penetapan APBD Kota Pekalongan tahun Anggaran 2021. Apabila dibandingkan
dengan Rancangan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021, Pajak
Daerah tahun 2022 diasumsikan naik sebesar Rp.4.950.000.000,- atau 6,02%.
Kenaikan ini ditargetkan antara lain berasal dari Pajak Hiburan, Pajak Resto, Pajak
Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Pajak Air Tanah. Pajak Hiburan diperkirakan
mengalami kenaikan karena pada tahun 2022 Bioskop, tempat permainan
ketangkasan (seperti Timezone) sudah mulai beroperasi.
b. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 17.309.414.000,- atau
naik sebesar Rp. 1.500.414.000,- (9,49%) dibandingkan target Penetapan APBD Kota
Pekalongan tahun Anggaran 2021. Apabila dibandingkan dengan Rancangan
Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021, retribusi daerah tahun
2022 diasumsikan naik sebesar Rp. 1.026.504.000,- (6,30%). Kenaikan tersebut
diproyeksikan naik pada jensi retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha.
Dalam menentukan proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 masih
mempertimbangan dampak atas COVID-19, namun pada tahun 2022 pandemi COVID-
19 diperkiraan sudah dapat dikendalikan, dan cenderung menurun, sehingga untuk
pendapatan retribusi daerah diperkirakan juga mengalami kenaikan.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian
laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, diproyeksikan
sebesar Rp. 5.951.841.000,- naik sebesar Rp. 319.841.000,- (5,68%) dibandingkan
target Penetapan APBD Kota Pekalongan tahun Anggaran 2021. Dibandingkan
dengan Rancangan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021, hasil
Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan tahun 2022 juga diasumsikan juga
naik sebesar Rp. 147.941.000,- (2,55%). Kenaikan tersebut diperoleh dari bagian laba
atas penyertaan modal di perusda/BUMD.
d. Lain-Lain PAD Yang Sah
Hasil Lain-lain PAD yang sah diestimasikan sebesar Rp. 110.554.750.000,- naik
sebesar Rp. 10.783.350.000,- (10,81%) dibandingkan target Penetapan APBD Kota
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Pekalongan tahun Anggaran 2021. Apabila dibandingkan dengan Rancangan
Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021, Lain-lain PAD yang sah
Tahun 2022 juga diasumsikan naik sebesar Rp. 633.250.000,- (0,58%).

Pada tahun 2022, dengan asumsi bahwa COVID-19 sudah dapat dikendalikan,
maka estimasi pendapatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD di tahun 2022
mengalami kenaikan walaupun kenaikannya belum signifikan, yaitu sebesar 12%
dibandingkan Penetapan tahun 2021.

2.1.2 Dana Transfer

Dana Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.
Dimana Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak dan
bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan Dana Insentif Daerah.
Sedangkan untuk Transfer Antar Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya.

Estimasi penerimaan Dana Transfer Kota Pekalongan tahun 2022 sebesar Rp.
692.787.233.000,- atau turun sebesar 2,66% dibanding target Penetapan APBD Kota
Pekalongan tahun Anggaran 2021. Apabila dibandingkan dengan Rancangan Perubahan
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021, pendapatan transfer diasumsikan turun
sebesar Rp. 2.239.376.000,- (0,32%). Proyeksi pendapatan dari Dana Transfer sesuai
dengan asumsi-asumsi yang tertuang pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2022:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2022 diasumsikan sebesar Rp.
603.132.016.000,- atau turun sebesar Rp. 18.649.913.000,- (3,00%) dibanding target
Penetapan APBD Kota Pekalongan tahun Anggaran 2021. Apabila dibandingkan
dengan Rancangan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021, dana
transfer Pemerintah Pusat juga turun sebesar Rp. 312.559.000 (0.05%). Dana
Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 berasal dari:.

1) Dana Perimbangan yang terdiri dari:

- Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 24.270.118.000,- sesuai dengan alokasi
pagu definitif dalam APBN Tahun Anggaran 2022

- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp. 2.543.489.000- sesuai
dengan alokasi pagu definitif APBN Tahun Anggaran 2022.

- Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sebesar Rp. 426.399.738.000,-.
sesuai dengan alokasi pagu definitif APBN Tahun Anggaran 2022.

- Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 145.222.411.000,-, sesuai dengan
alokasi pagu definitif APBN Tahun Anggaran 2022.
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2) Dana Insentif Daerah (DID) diasumsikan sebesar Rp. 4.696.260.000,- mengalami
penurunan sebesar Rp.16.833.265.000,- jika dibandingkan dengan pagu DID
pada Rancangan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021.

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2022 diasumsikan sebesar
Rp.89.655.217.000,- atau sama dengan target Penetapan APBD Tahun Anggaran
2021. Secara rinci asumsi pendapatan dari elemen pembentuk Transfer Antar Daerah
adalah sebagai berikut :

1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.
78.202.217.000,- Namun dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan Surat
Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang prakiraan alokasi Bagi Hasil
Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan tetap memperhatikan realisasi
penerimaan tahun-tahun sebelumnya.

2) Bantuan Keuangan APBD Provinsi diasumsikan sebesar Rp. 11.453.000.000,-
diasumsikan sama dengan pagu definitif Bantuan Keuangan pada tahun 2021.
Akan tetapi didalam pelaksanaan akan mengacu pada pagu definitif dari
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022 yang hanya terdiri
dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-
undangan, diasumsikan sebesar Rp. 32.767.000.000,- naik 46,42 % jika dibandingkan

dengan dengan Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021.

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit
anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran
pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan
daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah. Kebijakan
penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan pada Tahun Anggaran
2021 sebesar Rp. 46.000.000.000,- yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran
belanja daerah.

Rencana Penerimaan Daerah yang terdiri dari rencana pendapatan daerah dan

penerimaan pembiayaan daerah secara matrik tertuang dalam Tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun 2022

Target Tahun
Kode Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Anggaran Dasar
Daerah Hukum
Berkenaan
4 PENDAPATAN DAERAH
4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 220.966.005.000
4.1.01 | Pajak Daerah 87.150.000.000
4.1.02 | Retribusi Daerah 17.309.414.000
4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 5.951.841.000
Dipisahkan
4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah 110.554.750.000
4,2 PENDAPATAN TRANSFER 692.787.233.000
4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 603.132.016.000
4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah 89.655.217.000
4,3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 32.767.000.000
SAH
4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 32.767.000.000
Peraturan Perundang-Undangan
JUMLAH PENDAPATAN 946.520.238.000
6 PEMBIAYAAN
6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 46.000.000.000
6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 46.000.000.000

Sebelumnya

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

46.000.000.000

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH

992.520.238.000

Sumber : Aplikasi SIPD, 2021
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BAB lll
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah disusun dalam rangka pencapaian target-target kinerja
sesuai dengan amanat RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2025. Penentuan prioritas
belanja daerah pada tahun 2022 didasarkan pada upaya pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan Kota Pekalongan tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota
Pekalongan Tahun 2022. Prioritas belanja juga memperhatikan sinergitas program
terhadap prioritas pembangunan nasional, sinkronisasi kebijakan dengan prioritas
pembangunan Provinsi Jawa Tengah, prioritas pembangunan daerah berdasarkan prioritas
daerah, serta prioritas program/kegiatan dan indikator kinerja.

Prioritas Nasional pada Tahun 2022 meliputi 7 prioritas, yaitu ; memperkuat
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; revolusi mental
dan pembangunan kebudayaan; memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; membangun lingkungan hidup,
meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan memperkuat stabilitas politik,
hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan prioritas Jawa Tengah pada Tahun 2022 meliputi 4 prioritas, yaitu:
Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan
lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana; Penguatan percepatan
pengurangan kemiskinan dan pengangguran; Percepatan pemulihan dan peningkatan
kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing; dan
Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan
kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Sinergitas prioritas pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan prioritas

Nasional dan Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dalam tabel-tabel berikut.
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Tabel 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Kota Pekalongan

terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

No

Prioritas Pembangunan
Nasional

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana

2

3

4

5

Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan Yang
Berkualitas dan Berkeadilan

PROGRAM PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI

Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)

Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PERKOPERASIAN

Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota

Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)

Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Nilai Invetasi Baru pertahun

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan
Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
TANGKAP

Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI

Dinas Kelautan dan Perikanan

Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI

Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
BUDIDAYA

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL PERIKANAN

Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)

Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK
DESTINASI PARIWISATA

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik per kebangsaan
(IKK Outcome)

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan
kompetensi tingkat dasar

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Nilai produksi pertanian pertahun

Dinas Pertanian dan Pangan

Nilai produksi peternakan pertahun

Dinas Pertanian dan Pangan

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian

Dinas Pertanian dan Pangan
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Prioritas Pembangunan

No . Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana
Nasional

1 2 3 4 5
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan Dinas Pertanian dan Pangan
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT menular
VETERINER
PROGRAM PENGENDALIAN DAN Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan Dinas Pertanian dan Pangan
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN bencana pertanian kabupaten/ kota
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan
DISTRIBUSI PERDAGANGAN perdagangan di wilayah kerjanya Menengah
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase peningkatan volume ekspor Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah
PROGRAM STANDARDISASI DAN Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan
PERLINDUNGAN KONSUMEN (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome) Menengah
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan
PRODUK DALAM NEGERI pemasaran (IKK Output) Menengah
PROGRAM PERENCANAAN DAN Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PEMBANGUNAN INDUSTRI turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan
dalam RPIP (IKK Outcome)
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 1zin Usaha Industri (IUl) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan
oleh instansi terkait (IKK Outcome)
2 Mengembangkan Wilayah Untuk
Mengurangi Kesenjangan Dan
Menjamin Pemerataan
3 Meningkatkan Sumber Daya PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase capaian SPM pendidikan Dinas Pendidikan

Manusia Yang Berkualitas Dan
Berdaya Saing

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF
dan Dikdas

Dinas Pendidikan

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan

Dinas Pendidikan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan layanan BLUD

Dinas Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di
puskesmas yang sesuai standar

Dinas Kesehatan

Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di
RSUD yang sesuai standar

Dinas Kesehatan

Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP
rujukan tingkat kabupaten/kota

Dinas Kesehatan
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Presentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK
Outcome)

Dinas Kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi
yang dipersyaratkan

Dinas Kesehatan

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat ljin Praktek

Dinas Kesehatan

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas
dari cemaran

Dinas Kesehatan

Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar

Dinas Kesehatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN

Persentase Rumah Tangga Sehat

Dinas Kesehatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan
layanan jaminan sosial

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN

Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)
melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK
Outcome)

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta
BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

persentase pengaduan kasus anak yang terlayani

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Persentase cadangan pangan daerah

Dinas Pertanian dan Pangan

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN
PANGAN

Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan

Dinas Pertanian dan Pangan

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN

Persentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan
keamanan pangan

Dinas Pertanian dan Pangan
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Prioritas Pembangunan

No Nasi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana
asional
1 2 3 4 5
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi modern (Modern Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
BERENCANA (KB) Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Unmeet need KB Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Berencana
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
DAYA SAING KEPEMUDAAN Olahraga
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
tahun)
4 Revolusi Mental dan PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Pembangunan Kebudayaan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
TRADISIONAL Olahraga
PROGRAM PELESTARIAN DAN Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Olahraga
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase pengunjung museum batik Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga
5 Memperkuat Infrastruktur Untuk PROGRAM PENGELOLAAN DAN Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mendukung Pengembangan PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
Ekonomi Dan Pelayanan Dasar MINUM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Luas kawasan permukiman kumuh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN Luas kawasan permukiman tidak kumuh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PERMUKIMAN KUMUH
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome) Dinas Perhubungan
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ Dinas Perhubungan
Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Dinas Perhubungan
(KBWU) yang melaksanakan uji berkala
6 Membangun Lingkungan Hidup, PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Meningkatkan Ketahanan
Bencana Dan Perubahan Iklim

AIR (SDA)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Persentase drainase dalam kondisi baik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI

Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
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Prioritas Pembangunan

No P Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana
Nasional
1 2 3 4 5
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RUANG
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA persentase korban bencana alam yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN | Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAN SANTUNAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN Persentase limbah yang diolah Dinas Lingkungan Hidup
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
(LIMBAH B3)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan Kecamatan Pekalongan Utara
DESA DAN KELURAHAN
7 Memperkuat Stabilitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Dinas Pendidikan

Polhukhankam Dan Transformasi
Pelayanan Publik

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Dinas Pendidikan

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Dinas Pendidikan

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Kesehatan

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Dinas Kesehatan

Persentase ketersediaan layanan BLUD

Dinas Kesehatan

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Dinas Kesehatan

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Satuan Polisi Pamong Praja

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Satuan Polisi Pamong Praja

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

persentase korban bencana alam yang ditangani

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
(SPM / IKK Outcome)

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Lingkungan Hidup

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Dinas Lingkungan Hidup

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN
HIDUP

Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup

Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan
teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH

Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi
Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase perolehan penghargaan bidang LH

Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP

Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang
ditindaklanjuti

Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan
berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
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Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA

Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam
pemberdayaan masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Perhubungan

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Dinas Perhubungan

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Dinas Perhubungan

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK

Persentase penyelesaian permohonan informasi publik

Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEPEMUDAAN

Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL

Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik
sektoral

Dinas Komunikasi dan Informatika
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PROGRAM PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI

Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian
kerentanan

Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat
bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung
jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk
kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat
tertutup sesuai NSPK

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Kelautan dan Perikanan

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Pertanian dan Pangan

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Dinas Pertanian dan Pangan

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Dinas Pertanian dan Pangan

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta
kinerja dan reformasi birokrasi

Sekretariat Daerah

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Sekretariat Daerah

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Sekretariat Daerah
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Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional
dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Persentase pelayanan keprotokoleran

Sekretariat Daerah

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Sekretariat Daerah

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu

Sekretariat Daerah

Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Sekretariat Daerah

Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari
eksekutif

Sekretariat Daerah

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK
Outcome)

Sekretariat Daerah

Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa

Sekretariat Daerah

Presentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan,
koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan
pangan yang dikoordinasikan

Sekretariat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Sekretariat DPRD
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, Sekretariat DPRD

administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan Sekretariat DPRD

kesejahteraan DPRD

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu Sekretariat DPRD
TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Persentase Perda yang ditetapkan Sekretariat DPRD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepuasan Masyarakat

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan
tepat waktu

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur
Wilayah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
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Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan
bidang Perekonomian

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Badan Keuangan Daerah

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Badan Keuangan Daerah

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Badan Keuangan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun
sebelumnya (IKK Outcome)

Badan Keuangan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH

Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset
tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi
aset tahunan) (IKK Outcome)

Badan Keuangan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH

Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK
Outcome)

Badan Keuangan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Persentase Keterisian Jabatan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Persentase Keterpenuhan Formasi ASN

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Persentase PNS berkembang karier

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Tingkat Pelaporan Kinerja ASN

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

Persentase PNS berkembang kompetensinya

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Inspektorat
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, Inspektorat
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat
PENGAWASAN
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, Level Kapabilitas APIP Inspektorat

PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Kecamatan Pekalongan Utara

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Kecamatan Pekalongan Utara

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Kecamatan Pekalongan Utara

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Kecamatan Pekalongan Selatan

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Kecamatan Pekalongan Selatan

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Kecamatan Pekalongan Selatan

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Kecamatan Pekalongan Barat

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Kecamatan Pekalongan Barat

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Kecamatan Pekalongan Barat

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Kecamatan Pekalongan Timur

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Kecamatan Pekalongan Timur

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Kecamatan Pekalongan Timur

PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di
Wilayah Utara

Kecamatan Pekalongan Utara

Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di
Wilayah Selatan

Kecamatan Pekalongan Selatan

Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di
Wilayah Barat

Kecamatan Pekalongan Barat

Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di
Wilayah Timur

Kecamatan Pekalongan Timur

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA DAN KELURAHAN

Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan

Kecamatan Pekalongan Utara

Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di
Wilayah Utara

Kecamatan Pekalongan Utara

Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan

Kecamatan Pekalongan Selatan

Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di
Wilayah Selatan

Kecamatan Pekalongan Selatan

Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan

Kecamatan Pekalongan Barat

Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di
Wilayah Barat

Kecamatan Pekalongan Barat

Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan

Kecamatan Pekalongan Timur

Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di
Wilayah Timur

Kecamatan Pekalongan Timur

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara

Kecamatan Pekalongan Utara

Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan

Kecamatan Pekalongan Selatan

Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat

Kecamatan Pekalongan Barat

Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur

Kecamatan Pekalongan Timur
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PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM

Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah
Utara

Kecamatan Pekalongan Utara

Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah
Selatan

Kecamatan Pekalongan Selatan

Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah
Barat

Kecamatan Pekalongan Barat

Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah
Timur

Kecamatan Pekalongan Timur

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Kesatuan Bangsa dan Politik

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Kesatuan Bangsa dan Politik

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap
ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan

Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan

Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami
terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial

Kesatuan Bangsa dan Politik
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Tabel 3.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan

dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No

Prioritas Pembangunan Provinsi

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana

Jumlah (Rp)

53

1. Penguatan pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi dengan
memperhatikan keberlanjutan
lingkungan hidup dan pemantapan
ketahanan bencana

PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR (SDA)

Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam
kondisi baik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

12.460.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR
LIMBAH

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh
layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

808.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
DRAINASE

Persentase drainase dalam kondisi baik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

8.426.700.000

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG

Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.214.000.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN
JALAN

Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

33.987.884.000

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 250.000.000
KONSTRUKSI kompetensi
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 251.500.000

PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN

Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

1.547.500.000

PROGRAM KAWASAN Luas kawasan permukiman kumuh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 561.880.000
PERMUKIMAN Permukiman

PROGRAM PENINGKATAN Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 128.375.000
PRASARANA, SARANA DAN (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome) Permukiman

UTILITAS UMUM (PSU)

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 500.000.000

KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN

PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI
(KEHATI)

Persentase Ruang Terbuka Hijau

Dinas Lingkungan Hidup

4.642.051.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome) Dinas Perhubungan 488.000.000
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)

Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ Dinas Perhubungan 323.000.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome) Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan 70.000.000

PEMERIKSAAN KOPERASI

Menengah
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No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan 589.800.000
LATIHAN PERKOPERASIAN koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Menengah

kab/kota
PROGRAM PENGEMBANGAN Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan 650.000.000
UMKM (IKK Outcome) Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 109.463.000
PENANAMAN MODAL Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Terpadu Satu Pintu

Kabupaten/Kota
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 45.000.000
MODAL Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Terpadu Satu Pintu

Kabupaten/Kota
PROGRAM PELAYANAN Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 880.000.000
PENANAMAN MODAL modal Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN Nilai Invetasi Baru pertahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 378.216.000
PELAKSANAAN PENANAMAN Terpadu Satu Pintu
MODAL
PROGRAM PENGELOLAAN DATA Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 120.000.000

DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Terpadu Satu Pintu

PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP

Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI

Dinas Kelautan dan Perikanan

2.655.692.500

Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber Dinas Kelautan dan Perikanan 876.000.000
dari TPI
PROGRAM PENGELOLAAN Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan 281.539.000
PERIKANAN BUDIDAYA
PROGRAM PENGOLAHAN DAN Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus Dinas Kelautan dan Perikanan 522.580.000

PEMASARAN HASIL PERIKANAN

inkubasi (tenant)

PROGRAM PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI PARIWISATA

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK
Outcome)

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga

1.060.382.000

PROGRAM PEMASARAN
PARIWISATA

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik
per kebangsaan (IKK Outcome)

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga

1.006.700.000

PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan 370.000.000
SUMBER DAYA PARIWISATA DAN pengembangan kompetensi tingkat dasar dan Olahraga
EKONOMI KREATIF
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Nilai produksi pertanian pertahun Dinas Pertanian dan Pangan 156.450.000
PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN

Nilai produksi peternakan pertahun Dinas Pertanian dan Pangan 72.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan 691.727.000
PENGEMBANGAN PRASARANA prasarana pertanian
PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus Dinas Pertanian dan Pangan 685.000.000

KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

penyakit hewan menular
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No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
PROGRAM PENGENDALIAN DAN Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan Dinas Pertanian dan Pangan 63.350.000
PENANGGULANGAN BENCANA penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota
PERTANIAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki Dinas Pertanian dan Pangan 35.000.000

PERTANIAN

ijin

PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana
distribusi perdagangan di wilayah kerjanya

Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

5.950.000.000

PROGRAM STABILISASI HARGA Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan 140.000.000
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya Menengah
BARANG PENTING
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase peningkatan volume ekspor Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan 140.000.000
EKSPOR Menengah
PROGRAM STANDARDISASI DAN Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan 372.064.000
PERLINDUNGAN KONSUMEN perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Menengah

berlaku (IKK Outcome)
PROGRAM PENGGUNAAN DAN Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan 299.750.000
PEMASARAN PRODUK DALAM dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output) Menengah
NEGERI
PROGRAM PERENCANAAN DAN Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 510.000.000
PEMBANGUNAN INDUSTRI termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam

RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 20.000.000
USAHA INDUSTRI dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUl) kecil dan Industri
KABUPATEN/KOTA Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK

Outcome)

54 | 2.Penguatan percepatan PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan 274.800.000

pengurangan kemiskinan dan
pengangguran

SOSIAL

diberdayakan

Keluarga Berencana

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial
(gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

1.564.060.000

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Persentase keluarga miskin yang memperoleh
perlindungan dan layanan jaminan sosial

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

999.500.000

PROGRAM PENANGANAN
BENCANA

Persentase korban bencana pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan
dan jaminan sosial (SPM)

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

1.321.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan 52.000.000
MAKAM PAHLAWAN Keluarga Berencana

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 973.738.000
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Outcome)

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 123.132.000

KERJA

luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja
dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)
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No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
PROGRAM HUBUNGAN Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 145.640.000
INDUSTRIAL kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala
Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
(IKK Outcome)
55 | 3. Percepatan pemulihan dan PROGRAM PENGELOLAAN Persentase capaian SPM pendidikan Dinas Pendidikan 76.316.444.000

peningkatan kualitas hidup dan
kapasitas sumberdaya manusia
menuju SDM berdaya saing

PENDIDIKAN

PROGRAM PENGEMBANGAN
KURIKULUM

Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang

PAUD/PNF dan Dikdas

Dinas Pendidikan

202.240.000

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga
kependidikan

Dinas Pendidikan

12.265.326.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan layanan BLUD

Dinas Kesehatan

17.154.500.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat
kesehatan di puskesmas yang sesuai standar

Dinas Kesehatan

29.543.000

Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat
kesehatan di RSUD yang sesuai standar

Dinas Kesehatan

20.169.176.000

Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan
UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota

Dinas Kesehatan

38.931.956.000

Presentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang Dinas Kesehatan 58.209.000
terakreditasi (IKK Outcome)
PROGRAM PENINGKATAN Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki Dinas Kesehatan 17.325.000
KAPASITAS SUMBER DAYA kompetensi yang dipersyaratkan
MANUSIA KESEHATAN
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat ljin Dinas Kesehatan 318.051.000
Praktek
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, Persentase produk pangan olahan industri rumah Dinas Kesehatan 406.876.000
ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN tangga yang bebas dari cemaran
MINUMAN
Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar Dinas Kesehatan 100.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Rumah Tangga Sehat Dinas Kesehatan 168.008.000
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan 100.000.000
GENDER DAN PEMBERDAYAAN responsif gender dan Perlindungan Anak
PEREMPUAN
PROGRAM PERLINDUNGAN Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan 269.250.000
PEREMPUAN dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK | Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan 307.965.000
(PHA) dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN persentase pengaduan kasus anak yang terlayani Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan 279.995.000
KHUSUS ANAK dan Perlindungan Anak
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No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
PROGRAM PENINGKATAN Persentase cadangan pangan daerah Dinas Pertanian dan Pangan 558.883.000
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN
PANGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENANGANAN Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Dinas Pertanian dan Pangan 23.000.000
KERAWANAN PANGAN Pekalongan
PROGRAM PENGAWASAN Persentase pangan segar yang ditemukan dari Dinas Pertanian dan Pangan 72.083.000
KEAMANAN PANGAN pengawasan keamanan pangan
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi modern Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan 76.000.000

PENDUDUK

(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Keluarga Berencana

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA (KB)

Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

3.251.380.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Unmeet need KB Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan 145.085.000
PENINGKATAN KELUARGA Keluarga Berencana

SEJAHTERA (KS)

PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase event kesenian dan kebudayaan yang Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan 916.093.000
KEBUDAYAAN disiapkan dan Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan 426.757.000
KESENIAN TRADISIONAL dan Olahraga

PROGRAM PELESTARIAN DAN Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan 24.500.000

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

dan Olahraga

PROGRAM PENGELOLAAN

Persentase pengunjung museum batik

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan

1.259.500.000

PERMUSEUMAN dan Olahraga
PROGRAM PEMBINAAN Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 140.000.000
PERPUSTAKAAN Usia 5 - 60 tahun)

PROGRAM PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI PARIWISATA

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK
Outcome)

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga

1.000.000.000

56

4. Pemantapan tata kelola
pemerintahan dan kondisivitas
wilayah serta peningkatan kapasitas
dan ketahanan fiskal daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Pendidikan

162.788.216.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah

Dinas Pendidikan

1.232.403.000

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik
daerah

Dinas Pendidikan

291.798.000

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Kesehatan

57.526.202.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah

Dinas Kesehatan

1.589.178.000

Persentase ketersediaan layanan BLUD

Dinas Kesehatan

83.000.000.000

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik
daerah

Dinas Kesehatan

506.233.000

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

8.036.019.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.949.200.000
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Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik
daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.470.059.000

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
DRAINASE

Persentase drainase dalam kondisi baik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.940.000.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

3.491.295.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

1.287.248.000

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik
daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

315.180.000

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja

4.924.785.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja 451.138.000
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang

urusan pemerintah daerah

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Satuan Polisi Pamong Praja 361.403.000

daerah

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.364.467.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 232.939.000
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang

urusan pemerintah daerah

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah 130.082.000

daerah

PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK
outcome)

Satuan Polisi Pamong Praja

4.778.619.000

PROGRAM PENANGGULANGAN
BENCANA

persentase korban bencana alam yang ditangani

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.036.220.000

PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)

Satuan Polisi Pamong Praja

614.073.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

3.059.984.000

KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan layanan administrasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan 502.600.000
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang Keluarga Berencana

urusan pemerintah daerah

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan 472.500.000
daerah Keluarga Berencana

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2.500.000
Persentase ketersediaan layanan administrasi Dinas Lingkungan Hidup 2.500.000

kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah
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No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
PROGRAM PERENCANAAN Persentase penyusunan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup 100.000.000
LINGKUNGAN HIDUP lingkungan hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase usaha/kegiatan yang mendapat Dinas Lingkungan Hidup 5.000.000
PENGAWASAN TERHADAP IZIN rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan
LINGKUNGAN DAN IZIN persetujuan teknis PPLH
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
PROGRAM PENGHARGAAN Persentase perolehan penghargaan bidang LH Dinas Lingkungan Hidup 125.000.000

LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.847.826.000

KABUPATEN/KOTA
Persentase ketersediaan layanan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 238.211.000
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 72.233.000
daerah
PROGRAM PENDAFTARAN Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 61.425.000
PENDUDUK penduduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 272.072.000
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 86.812.000

INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK
Outcome)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

dan Perlindungan Anak

2.040.590.000

KABUPATEN/KOTA
Persentase ketersediaan layanan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan 375.310.000
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang dan Perlindungan Anak
urusan pemerintah daerah
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan 190.550.000

daerah

dan Perlindungan Anak

PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA DESA

Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan
kelurahan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

dan Perlindungan Anak

1.017.237.000

PROGRAM ADMINISTRASI Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan 56.000.000
PEMERINTAHAN DESA berkembang" dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan 767.793.000
LEMBAGA KEMASYARAKATAN, pemberdayaan masyarakat dan Perlindungan Anak
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Dinas Perhubungan 1.500.000
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Dinas Perhubungan 20.000.000
daerah
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 10.750.000
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No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
PROGRAM INFORMASI DAN Persentase penyelesaian permohonan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika 68.000.000
KOMUNIKASI PUBLIK
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika 30.000.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

3.556.429.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

1.027.734.000

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik
daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

1.192.174.000

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga

4.133.263.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan 729.530.000
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang dan Olahraga

urusan pemerintah daerah

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan 170.940.000

daerah

dan Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN

Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga

1.639.950.000

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN

Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai
Jenis Cabor

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga

4.899.362.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data Dinas Komunikasi dan Informatika 110.000.000
STATISTIK SEKTORAL statistik sektoral
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika 86.000.000

PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI

pengujian kerentanan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1.894.773.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

484.916.000

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik
daerah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

247.480.000

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan
kategori baik

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

207.031.000

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas
kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban
nasional (IKK outcome)

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

67.945.000

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan
pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,
pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan
rakyat (IKK Outcome)

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

146.020.000
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Kelautan dan Perikanan

4.276.676.000

KABUPATEN/KOTA
Persentase ketersediaan layanan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan 585.609.500
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Dinas Kelautan dan Perikanan 289.054.000

daerah

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Pertanian dan Pangan

4.871.263.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi Dinas Pertanian dan Pangan 180.700.000
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang

urusan pemerintah daerah

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Dinas Pertanian dan Pangan 80.000.000

daerah

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

7.259.599.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan 742.529.000
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang Menengah

urusan pemerintah daerah

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan 458.245.000

daerah

Menengah

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

5.851.706.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 569.766.000
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang

urusan pemerintah daerah

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 505.764.000
daerah

Persentase ketercapaian tata laksana, penataan Sekretariat Daerah 412.300.000
kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Sekretariat Daerah 298.850.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah

Sekretariat Daerah

9.482.165.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi
keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat
Daerah

Sekretariat Daerah

2.440.258.000

Persentase pelayanan keprotokoleran

Sekretariat Daerah

1.192.910.000

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik
daerah

Sekretariat Daerah

4.144.768.000

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu

Sekretariat Daerah

960.435.000

Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Sekretariat Daerah

20.461.275.000

Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang Sekretariat Daerah 859.095.000
berasal dari eksekutif
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam Sekretariat Daerah 95.724.000
PEMBANGUNAN APBD (IKK Outcome)
Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah 513.726.000
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Presentase Kegiatan strategis bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian,
Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang
dikoordinasikan

Sekretariat Daerah

677.505.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Sekretariat DPRD

2.759.525.000

KABUPATEN/KOTA
Persentase ketersediaan layanan administrasi Sekretariat DPRD 3.941.300.000
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah
Persentase ketersediaan layanan administrasi, Sekretariat DPRD 21.048.348.000
keuangan dan kesejahteraan DPRD
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Sekretariat DPRD 2.282.661.000
daerah

PROGRAM DUKUNGAN Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat Sekretariat DPRD 450.000.000

PELAKSANAAN TUGAS DAN

waktu

FUNGSI DPRD
Persentase Perda yang ditetapkan Sekretariat DPRD 21.150.000.000
PROGRAM PERENCANAAN, Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 83.600.000
PENGENDALIAN DAN EVALUASI pelaporan triwulanan tepat waktu dan Pengembangan Daerah
PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 351.825.000
waktu dan Pengembangan Daerah
Persentase penyediaan data-informasi perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 20.000.000
tepat waktu dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 440.000.000
SINKRONISASI PERENCANAAN Infrastruktur Wilayah dan Pengembangan Daerah
PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 160.000.000
Pemsosbud dan Pengembangan Daerah
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 175.000.000

pembangunan bidang Perekonomian

dan Pengembangan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Badan Keuangan Daerah

12.880.565.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah

Badan Keuangan Daerah

560.000.000

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik
daerah

Badan Keuangan Daerah

1.686.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD
tahun sebelumnya (IKK Outcome)

Badan Keuangan Daerah

860.390.000

PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan
daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset
tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK
Outcome)

Badan Keuangan Daerah

1.920.780.000
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PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam
APBD (IKK Outcome)

Badan Keuangan Daerah

630.500.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah

4.440.681.000

KABUPATEN/KOTA
Persentase ketersediaan layanan administrasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 469.852.000
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang Daerah
urusan pemerintah daerah
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 175.277.000
daerah Daerah
PROGRAM KEPEGAWAIAN Persentase Keterisian Jabatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 126.493.000
DAERAH Daerah
Persentase Keterpenuhan Formasi ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 161.200.000
Daerah
Persentase PNS berkembang karier Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 270.775.000
Daerah
Tingkat Pelaporan Kinerja ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 89.700.000

Daerah

PROGRAM PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Persentase PNS berkembang kompetensinya

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah

2.454.845.000

PROGRAM PENELITIAN DAN Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 250.000.000
PENGEMBANGAN DAERAH RPJMD dan Pengembangan Daerah
Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 250.000.000
dan Pengembangan Daerah
Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 463.584.000

dan Pengembangan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Inspektorat 4.447.599.000
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase ketersediaan layanan administrasi Inspektorat 148.000.000
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Inspektorat 50.886.000
daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat 16.000.000
PENGAWASAN
PROGRAM PERUMUSAN Level Kapabilitas APIP Inspektorat 204.000.000

KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Kecamatan Pekalongan Utara

6.900.487.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah

Kecamatan Pekalongan Utara

836.618.000
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Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik
daerah

Kecamatan Pekalongan Utara

182.586.000

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Kecamatan Pekalongan Selatan

6.063.861.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah

Kecamatan Pekalongan Selatan

1.091.094.000

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik
daerah

Kecamatan Pekalongan Selatan

207.570.000

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Kecamatan Pekalongan Barat

7.126.490.000

Persentase ketersediaan layanan administrasi
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah

Kecamatan Pekalongan Barat

1.273.853.000

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Kecamatan Pekalongan Barat 239.698.000
daerah
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Kecamatan Pekalongan Timur 5.000.000
Persentase ketersediaan layanan administrasi Kecamatan Pekalongan Timur 192.000.000
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Kecamatan Pekalongan Utara 15.000.000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pelayanan Publik di Wilayah Utara
PUBLIK
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Kecamatan Pekalongan Selatan 15.000.000
Pelayanan Publik di Wilayah Selatan
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Kecamatan Pekalongan Barat 15.000.000
Pelayanan Publik di Wilayah Barat
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Kecamatan Pekalongan Timur 15.000.000

Pelayanan Publik di Wilayah Timur

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat
kelurahan

Kecamatan Pekalongan Utara

3.204.064.000

Kecamatan Pekalongan Selatan

2.345.266.000

Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan /
Kelurahan di Wilayah Selatan

Kecamatan Pekalongan Selatan

132.500.000

Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat
kelurahan

Kecamatan Pekalongan Barat

1.483.310.000

Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan /
Kelurahan di Wilayah Barat

Kecamatan Pekalongan Barat

132.500.000

Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat
kelurahan

Kecamatan Pekalongan Timur

3.297.659.000

Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / | Kecamatan Pekalongan Timur 492.724.000
Kelurahan di Wilayah Timur
PROGRAM KOORDINASI Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara Kecamatan Pekalongan Utara 280.000.000
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan Kecamatan Pekalongan Selatan 243.550.000
Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat Kecamatan Pekalongan Barat 196.942.000
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Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur Kecamatan Pekalongan Timur 183.631.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Pekalongan Utara 11.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM di Wilayah Utara
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Pekalongan Selatan 11.000.000
di Wilayah Selatan
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Pekalongan Barat 11.000.000
di Wilayah Barat
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Pekalongan Timur 11.000.000

di Wilayah Timur

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Kesatuan Bangsa dan Politik

1.528.032.000

KABUPATEN/KOTA
Persentase ketersediaan layanan administrasi Kesatuan Bangsa dan Politik 294.780.000
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Kesatuan Bangsa dan Politik 90.000.000

daerah

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN

Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang
paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan
kebangsaan

Kesatuan Bangsa dan Politik

1.351.780.000

PROGRAM PENINGKATAN PERAN Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti Kesatuan Bangsa dan Politik 926.950.000
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA pendidikan politik
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan Kesatuan Bangsa dan Politik 505.000.000
PENGAWASAN ORGANISASI pembinaan
KEMASYARAKATAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang Kesatuan Bangsa dan Politik 256.035.000
PENGEMBANGAN KETAHANAN memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Budaya
PROGRAM PENINGKATAN persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial Kesatuan Bangsa dan Politik 305.290.000
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITAS| PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
57 | 5. Pemantapan tata kelola PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 50.000.000
pemerintahan dan kondisivitas PERUMAHAN Permukiman
wilayah serta peningkatan kapasitas
dan ketahanan fiskal daerah
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika 69.000.000
PROGRAM PERIZINAN Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 10.000.000

PENGGUNAAN ARSIP

yang bersifat tertutup sesuai NSPK

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Sekretariat Daerah

13.820.265.000
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PROGRAM PEMBERDAYAAN Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / | Kecamatan Pekalongan Utara 132.500.000
MASYARAKAT DESA DAN Kelurahan di Wilayah Utara
KELURAHAN
Tabel 3.3
Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan
Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2022
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja DAY Pelal_(sa.na Jumlah (Rp)
Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7
1 1. Penguatan pelayanan kesehatan 1.1.1 Meningkatnya Indeks PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase ketersediaan sarana, prasarana Dinas Kesehatan 88.629.000

primer dengan mengutamakan UKM
tanpa meninggalkan UKP, serta
mensinergikan FKTP yang ada

Keluarga Sehat

KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

dan alat kesehatan di puskesmas yang
sesuai standar

Persentase ketersediaan sarana, prasarana
dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai
standar

Dinas Kesehatan

69.638.778.000

Persentase penduduk yang memanfaatkan
layanan UKM dan UKP rujukan tingkat
kabupaten/kota

Dinas Kesehatan

116.795.868.000

Presentase RS rujukan tingkat Dinas Kesehatan 174.627.000
kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK
Outcome)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang Dinas Kesehatan 204.213.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN memiliki kompetensi yang dipersyaratkan
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Dinas Kesehatan 954.153.000

Surat ljin Praktek

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase produk pangan olahan industri
rumah tangga yang bebas dari cemaran

Dinas Kesehatan

1.220.628.000

Persentase sarana farmasi yang memenuhi Dinas Kesehatan 300.000.000
standar
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Rumah Tangga Sehat Dinas Kesehatan 504.024.000

MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN

Persentase cadangan pangan daerah

Dinas Pertanian dan

2.299.929.000

DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN Pangan

PANGAN MASYARAKAT

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN | Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Dinas Pertanian dan 69.000.000
PANGAN Pekalongan Pangan

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN Persentase pangan segar yang ditemukan Dinas Pertanian dan 216.249.000

PANGAN

dari pengawasan keamanan pangan

Pangan
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SKPD Pelaksana

No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja P o Jumlah (Rp)
rogram Prioritas
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase pencapaian pemakaian Dinas Sosial, 228.000.000
kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Pengendalian
Prevalence Rate/mCPR) Penduduk dan Keluarga
Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA Penurunan angka perkawinan di bawah 21 Dinas Sosial, 9.754.140.000
BERENCANA (KB) tahun Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Unmeet need KB Dinas Sosial, 435.255.000
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA Pengendalian
(KS) Penduduk dan Keluarga
Berencana
7.1.2 Meningkatnya kualitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketersediaan layanan BLUD Dinas Kesehatan 17.154.500.000
layanan publik (Smart Governance) | PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2 2. Peningkatan kualitas data terpadu 1.2.1 Meningkatnya Penanganan PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Dinas Sosial, 274.800.000

kesejahteraan sosial dengan
mengoptimalkan peran serta
masyarakat serta peningkatan
kelembagaan penanggulangan
kemiskinan di semua tingkatan

kemiskinan

Sosial yang diberdayakan

Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna
sosial (gelandangan dan pengemis) yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
(SPM/IKK outcome)

Dinas Sosial,
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

1.564.060.000

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Persentase keluarga miskin yang
memperoleh perlindungan dan layanan
jaminan sosial

Dinas Sosial,
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

999.500.000

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Persentase korban bencana pada saat dan
setelah tanggap darurat bencana yang
mendapat perlindungan dan jaminan sosial
(SPM)

Dinas Sosial,
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

1.321.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN

Persentase pemeliharaan taman makam
pahlawan

Dinas Sosial,
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

52.000.000
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No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja P o Jumlah (Rp)
rogram Prioritas
1 2 3 4 5 6 7
3 3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk 2.1.1 Meningkatnya pendidikan PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase ketersediaan kurikulum muatan Dinas Pendidikan 202.240.000
biay pnddkn&mningk penget masy mll karakter dan keagamaan KURIKULUM lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas
Itrsi srt pningk prn srt masy dim
mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt
didrng kmbl mngkti pnddkn baik jir
frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn
keagmaan dim upy mningk
kualts&religiusitas wrg
2.1.2 Meningkatnya akses PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase capaian SPM pendidikan Dinas Pendidikan 76.316.444.000
pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA Persentase ketercukupan pendidik dan Dinas Pendidikan 12.265.326.000
KEPENDIDIKAN tenaga kependidikan
PROGRAM PEMBINAAN Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Dinas Kearsipan dan 565.900.000
PERPUSTAKAAN (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) Perpustakaan
4 4. Peningkatan kompetensi calon 2.1.5 Meningkatnya SDM yang PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN Persentase tenaga kerja bersertifikat Dinas Perindustrian dan 973.738.000
tenaga kerja dan produktivitas tenaga kompeten dan produktif PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA kompetensi (IKK Outcome) Tenaga Kerja
kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Dinas Perindustrian dan 123.132.000
KERJA (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Tenaga Kerja
layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota
(IKK Outcome)
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan Dinas Perindustrian dan 165.640.000
tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Tenaga Kerja
Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar
peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK
Outcome)
5 5. Penguatan kebijakan, regulasi dan 2.1.3 Optimalnya PROGRAM PENGARUSUTAMAAN Persentase kegiatan perangkat daerah yang Dinas Pemberdayaan 100.000.000
kelembagaan Pengarusutamaan Pengarusutamaan Gender GENDER DAN PEMBERDAYAAN sudah responsif gender Masyarakat,
Gender (PUG) dan Pengarusutamaan PEREMPUAN Perempuan dan
Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perlindungan Anak
Perencanaan dan Penganggaran
yang Responsif Gender dan
Responsif Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Dinas Pemberdayaan 269.250.000
PEREMPUAN Outcome) Masyarakat,
Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.1.4 Optimalnya PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK Persentase Dekela (desa/kelurahan layak Dinas Pemberdayaan 307.965.000
Pengarusutamaan Hak Anak (PHA) anak) Masyarakat,
Perempuan dan
Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS persentase pengaduan kasus anak yang Dinas Pemberdayaan 279.995.000

ANAK

terlayani

Masyarakat,
Perempuan dan
Perlindungan Anak
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No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja L Jumlah (Rp)
Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7
6 6. Pemantapan rencana penanganan 3.1.1 Meningkatnya kawasan PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase jumlah rumah tangga yang Dinas Pekerjaan Umum 808.000.000
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH memperoleh layanan pengolahan air limbah dan Penataan Ruang
perumahan kumuh dan permukiman tidak kumuh domestik (IKK outcome)
kumuh
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Dinas Perumahan 1.805.000.000
PERUMAHAN Rakyat dan Kawasan
Permukiman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Luas kawasan permukiman kumuh Dinas Perumahan 17.936.680.000
Rakyat dan Kawasan
Permukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN Luas kawasan permukiman tidak kumuh Dinas Perumahan 4.260.000.000
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Rakyat dan Kawasan
Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Dinas Perumahan 378.375.000
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Rakyat dan Kawasan
UMUM (PSU) (IKK Outcome) Permukiman
7 7. Pemantapan rencana penanganan 4.1.1 Optimalnya penanganan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER Persentase sarpras pengendali banjir dan rob Dinas Pekerjaan Umum 16.960.000.000

banijir, rob, pengendalian pemanfaatan
ruang dan pengendalian kualitas
lingkungan hidup, dengan
mengembangkan model sistem
pelayanan skala luas, berdasarkan
validasi data dan kebijakan yang telah
disusun

banijir dan rob

DAYA AIR (SDA)

dalam kondisi baik

dan Penataan Ruang

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Persentase drainase dalam kondisi baik

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

12.366.700.000

4.2.1 Menurunnya tingkat
pencemaran air

PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

Persentase limbah yang diolah

Dinas Lingkungan
Hidup

1.276.695.000

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

Persentase persetujuan teknis pengelolaan
limbah B3 yang diberikan

Dinas Lingkungan
Hidup

5.000.000

4.2.2 Optimalnya tutupan hutan/
RTH

PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Persentase Ruang Terbuka Hijau

Dinas Lingkungan
Hidup

4.862.771.000

4.2.3 Terwujudnya rumusan dan
pelasanaan kebijakan di bidang
perencanaan tata ruang dan
pemanfataan ruang

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG

Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

2.214.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI

Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki
sertifikat kompetensi

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

250.000.000
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PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum 1.400.000.000
PENATAAN RUANG Kab/Kota dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI Persentase permasalahan pertanahan yang Dinas Pekerjaan Umum 500.000.000
KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH tertangani dan Penataan Ruang
UNTUK PEMBANGUNAN
7.1.2 Meningkatnya kualitas PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN Persentase kinerja pelayanan izin Dinas Kearsipan dan 10.000.000
layanan publik (Smart Governance) | ARSIP penggunaan arsip yang bersifat tertutup Perpustakaan
sesuai NSPK
8 8. Pemantapan layanan air bersih, 4.3.1 Optimalnya layanan air PROGRAM PENGELOLAAN DAN Cakupan layanan air minum yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum 4.180.531.000
persampahan dan transportasi minum PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN | oleh pemerintah dan Penataan Ruang
perkotaan serta pengembangan AIR MINUM
model sistem pelayanan skala luas
berdasarkan validasi data dan
kebijakan yang telah disusun
4.3.2 Optimalnya cakupan PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pengelolaan sampah Dinas Lingkungan 8.888.678.000
pelayanan persampahan perkotaan | PERSAMPAHAN Hidup
4.3.3 Meningkatnya layanan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Dinas Pekerjaan Umum 67.975.768.000
transportasi perkotaan Outcome) dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome) Dinas Perhubungan 6.585.600.000
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ Dinas Perhubungan 5.745.000.000
Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Dinas Perhubungan 1.909.880.000
Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang
melaksanakan uji berkala
9 9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan | 5.1.1 Meningkatnya pertumbuhan PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Dinas 70.000.000
prwsta,indstr,prdagn&js, dg Ibh ekonomi PEMERIKSAAN KOPERASI Outcome) Perdagangan,Koperasi,
mndrng prn brbgai phk, baik swsta, Usaha Kecil dan
kmntas, /pun masy&pmrintah, Menengah
termasuk di dalamnya badan layanan
usaha dan/atau BUMD, serta
membangun database ekonomi kreatif
berbasis potensi lokal
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan | Dinas 589.800.000
PERKOPERASIAN untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Perdagangan,Koperasi,
dalam daerah kab/kota Usaha Kecil dan
Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira | Dinas 650.000.000

usaha (IKK Outcome)

Perdagangan,Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
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PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Dinas Penanaman 109.463.000
PENANAMAN MODAL Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Modal dan Pelayanan
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN Persentase Penyelenggaraan Promosi Dinas Penanaman 45.000.000
MODAL Penanaman Modal yang menjadi Modal dan Pelayanan
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN Penerbitan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman 880.000.000
MODAL penanaman modal Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN Nilai Invetasi Baru pertahun Dinas Penanaman 378.216.000
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Penanaman 120.000.000

SISTEM INFORMASI PENANAMAN
MODAL

Perizinan dan Nonperizinan yang
Terintergrasi Pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN

Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber

Dinas Kelautan dan

2.655.692.500

TANGKAP dari TPI Perikanan
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan 876.000.000
bersumber dari TPI Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan 281.539.000
BUDIDAYA Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN Pelaku diversifikasi produk perikanan yang Dinas Kelautan dan 522.580.000
PEMASARAN HASIL PERIKANAN lulus inkubasi (tenant) Perikanan
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Dinas Pariwisata, 2.219.382.000
DESTINASI PARIWISATA (IKK Outcome) Kebudayaan,
Kepemudaan dan
Olahraga
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Dinas Pariwisata, 1.006.700.000
domestik per kebangsaan (IKK Outcome) Kebudayaan,
Kepemudaan dan
Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi Dinas Pariwisata, 370.000.000
DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI untuk pengembangan kompetensi tingkat Kebudayaan,
KREATIF dasar Kepemudaan dan
Olahraga
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Nilai produksi pertanian pertahun Dinas Pertanian dan 196.596.000
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pangan
Nilai produksi peternakan pertahun Dinas Pertanian dan 72.000.000

Pangan
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PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian dan 741.727.000
PENGEMBANGAN PRASARANA pembangunan prasarana pertanian Pangan
PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase penurunan kejadian dan jumlah Dinas Pertanian dan 685.000.000
KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN kasus penyakit hewan menular Pangan
MASYARAKAT VETERINER
PROGRAM PENGENDALIAN DAN Persentase pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian dan 63.350.000
PENANGGULANGAN BENCANA pengendalian dan penanggulangan bencana Pangan
PERTANIAN pertanian kabupaten/ kota
PROGRAM PERIZINAN USAHA persentase usaha pertanian/peternakan yang Dinas Pertanian dan 35.000.000
PERTANIAN memiliki ijin Pangan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase kenaikan kelas kelompok tani per Dinas Pertanian dan 77.250.000

tahun Pangan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase pengembangan dan pengelolaan Dinas 5.950.000.000

DISTRIBUSI PERDAGANGAN

sarana distribusi perdagangan di wilayah
kerjanya

Perdagangan,Koperasi,
Usaha Kecil dan

Menengah
PROGRAM STABILISASI HARGA Persentase obyek sasaran pengawasan Dinas 140.000.000
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN barang beredar dan pemantauan harga yang Perdagangan,Koperasi,
BARANG PENTING terlaksana pemantauanya Usaha Kecil dan
Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase peningkatan volume ekspor Dinas 140.000.000
Perdagangan,Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
PROGRAM STANDARDISASI DAN Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan Dinas 372.064.000
PERLINDUNGAN KONSUMEN perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah Perdagangan,Koperasi,
yang berlaku (IKK Outcome) Usaha Kecil dan
Menengah
PROGRAM PENGGUNAAN DAN Persentase jumlah usaha mikro yang Dinas 299.750.000
PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Perdagangan,Kope